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BAB I

PENDAHULUAN

1.1      Sejarah PERKERETAAPIAN INDONESIA

Kehadiran kereta api Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama pembangunan jalan KA di desa Kemijen jum’at tanggal 17 Juni 864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J Baron Sloet Van den Beele. Pembangunan diprakarsai oleh “Naamlooze Venoostchap Nederlandsch Indische Spororweg Maatschappij“(NV. NISM) yang dipimpin oleh Ir. J.P de Borders dari Kemijen menuju desa Tanggung (26 Km) dengan lebar sepur 1435 mm. Ruas jalan ini dibuka untuk angkutan umum pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 1867.
Keberhasilan swasta, NV. NISM membangun jalan kereta api antara Kemijen -Tanggung yang kemudian pada tanggal 10 Februari 1870 dapat menghubungkan kota semarang – Semarang (110 Km), akhirnya mendorong minat investor untuk membangun jalan kereta api di daerah lainnya. Tidak mengherankan, kalau pertumbuhan panjang rel antara 1864 – 1900 tumbuh dengan pesat. Kalau tahun 1867 baru 25 km, tahun 1870 menjadi 110 km, tahun 1880 mencapai 405 km, tahun 1890 menjadi 1.427 km dan pada tahun 1900 menjadi 3.338 km.

Selain di Jawa, pembangunan jalan kereta api juga dilakukan di Aceh (1874), Sumatera Utara ( 1886), Sumatera Barat (1891), Sumatera Selatan (1914), bahkan tahun 1922 di Sulawesi juga telah dibangun jalan kereta api sepanjang 47 km anatar Makasar-Takalar, yang pengoperasiannya dilakukan tanggal 1 Juli 1923, sisanya Ujung Pandang- Maros belum sempat dibangun, studi jalan kereta api Pontianak-Sambas  (220 km) km sudah diselesaikan. Demikian juga di pulau Bali dan Lombok, juga pernah dilakukan studi pembangunan jalan kereta api.

Sampai dengan tahun 1939, panjang jalan kereta di Indonesia mencapai 6.811 km. Tetapi, pada tahun 1950 panjangnya berkurang menjadi 5.910 km, kurang lebih 901 km raib, yang diperkirakan karena dibongkar semasa pendudukan Jepang dan diangkut ke Burma untuk pembangunan jalan kereta api disana.
Jenis jalan kereta api di Indonesia dibedakan dengan lebar sepur 1.067 mm, 750 mm  ( di Aceh ) dan 600 mm di beberapa lintas cabang dan tram kota. Jalan rel yang dibongkar semasa pendudukan Jepang ( 1942 - 1943 ) sepanjang sepanjang 473 km, sedangkan jalan kereta api yang dibangun semasa pendudukan Jepang, adalah 83 km antara Bayah – Cikara dan 220 km antar Muaro – Pekanbaru, ironisnya dengan tombol yang seadanya  jalan KA Muaro – Pekanbaru diprogramkan selesai pembangunannya selama 15 bulan yang emempekerjakan 27.500 orang, 25.000 diantaranya adalah Romusha. Jalan yang melintasi rawa-rawa, perbulitan serta sungai yang deras sungainya ini, banyak menelan korban yang makamnya bertebaran di sepanjang Muaro – Pekanbaru.
Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agudtus 1945, karyawan kereta api yang tergabung dalam “ Angkatan Moeda Kereta Api “ ( AMKA ) mengambil alih kekuasaan perkeratapiaan dari pihak Jepang. Peristiwa bersejarah yang pada tanggal 28 September 1945, pembacaan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya, menegaskan bahwa mulai tanggal 28 September 1945 kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia. Orang Jepang tidak diperkenankan lagi campur tangan dengan urusan perkeretaapian di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya 28 September ember 1945 sebagai Hari Kereta Api di Indonesia serta dibentuknya “ Djawatan Kereta Api Republik Indonesia “ ( DKARI ).
Meskipun DKARI telah terbentuk, namun tidak semua perusahaan kereta api telah menyatu. Sedikitnya, ada 11 perusahaan kereta api swasta di Jawa dan 1 swasta (Deli Spoorweg Maatschapij) di Sumatera Utara yang masih terpisah dengan DKARI. Lima tahun kemudian, berdasarkan pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum No.2 Tanggal 6 Januari 1950, ditetapkan bahwa mulai 1 Januari 1950 DKARI dan “ Staat-spoor Wegen en Verenigde Spoorweg Bedrijf (SS/VS) digabung manjadi satu perusahaan bernama “Dajawatan Kereta Api “ (DKA).
Dalam rangka pembenahan badan usaha, pemerintah mengeluarkan UU No. 19 Tahun 1960, yang menetapkan bentuk usaha BUMN. Atas dasar UU ini, dengan Peraturan Pemerintah N0. 22 Tahun 1963, tanggal 25 Mei 1963 dibentuk “ Perusahann Negara Kereta Api “ (PNKA), sehingga Djawatan Kereta Api dilebur kedalamnya. Sejak itu semua perusahaan kereta api di Indonesia terkena “integrasi “ke dalam satu wadah PNKA, termasuk kereta api di Sumatera Utara yang sebelumnya dikelola oleh DSM. 

Masih dalam rangka pembenahan  BUMN, pemerintah mengeluarkan UU No.9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969, yang menetapkan jenis BUMN menjadi tiga, Perseroan, Perusahaan Umum dan Perusahaan jawatan. Sejalan dengan UU yang dimaksud, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1971 tanggal 15 September 1971, bentuk perusahaan PNKA mengalami perubahan menjadi “ Perusahaan Djawatan Kereta Api “         (PJKA).
Selanjutnya, berdasarkan Peraturan PemerintahNo. 57 Tahun 1990, pada tanggal 2 januari 1991, PJKA mengalami perubahan menjadi Perusahan Umum Kereta Api disingkat Perumka. Sejalan dengan perubahan status ini, kinerja perkeretaapian di Indonesia kian membaik. Kalau pada tahun 190 PJKA rugi Rp. 32,716 milyar, pada tahunn pertama Perumka kerugian dapat ditekan menjadi Rp. 13,09 Milyar. Tahun kedua turun lagi menjadi Rp. 2,536 Milyar, tahun ketiga Rp. 1,098 Milyar dan untuk pertama kalinya dalam sejarah perkeretaapian Indonesia meraih laba sebesar Rp. 13 Juta pada tahun 1993.
Berikutnya dalam rangka “ Loan Agreement “ No. 4196-IND tanggal 15 Januari 1997 berupa bantuan proyek dari Bank Dunia, yang kemudian lebih dikenal dengan Proyek Efidiensi  Perkeretaapian atau” Railway Effeciency Project “ ( REP ), dirumuskan langkah-langkah pengembangan perkeretaapian. Sasaran pengembangan diarahkan pada peningkatan efisiensi dan kulaitas pelayanan, yang ditempuh melalui 8 kebijakan yaitu :

a. Memperjelas peranan antara pemilik (owner), pengatur (regulator), dan pengelola (operator).
b. Melakukan rekstrukturisasi Perumka, termasuk merubah status Perusahaan Umum menjadi Perseroan Terbatas ( PT ).

c. Kebijaksanaan pentarifan dengan pemberian kompensasi dari pemerintah kepada Perumka atas penyediaan KA non komersial yang tarifnya ditetapkan oleh pemerintah.

d. Rencana jangka panjang yang dituangkan dalam perencanaan perusahaan  (Corporate Planning) yang dijabarkan kedalam rencana kerja anggaran perusahaan secara tahunan.

e. Penggunaan peraturan dan prosedur dalam setiap kegiatan.

f. Peningkatan peran sektor swasta.

g. Peningkatan sumbe daya manusia.

h. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Sejalan dengan maksud dari REP tersebut, dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998, tanggal 3 februari 1998 , pemerintah menetapkan pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kerea Api menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Prosesi perubahan status perusahaan dari Perum menjadi Persero secara “ de facto “ dilakukan pada tanggal 1 Juni 1999, saat Menhub Giri. S. Hadiharjono mengukuhkan susunan direksi PT. Kereta Api (Persero) di Bandung.
Tabel 1.1

Kronologis Bentuk Perusahaan

	PERIODE
	STATUS
	DASAR HUKUM

	1864
	Pembangunan jalan KA sepanjang 26 km antara lain Kemijen-tanggung oleh Hindia Belanda.
	

	1864 - 1945
	Staat Spoorweggen ( SS ) 

Verenigle Spoorwegenbedrijf ( VS )

Deli Spoorweg Mastchapij ( DSM )
	IBW



	1945 – 1950 

1950 - 1963
	Djawatan Kereta Api Republik Indonesia ( DKARI )

Djawatan Kereta Api ( DKA )
	

	1963 – 1971

1971 – 1991

1991 – 1998  
	Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA)
Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA)

Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka)
	PP 22 Tahun 1963
PP Tahun 1971

PP Tahun 1990 

	1998 - Sekarang
	PT Kereta Api ( Persero )
	PP Tahun 1998
KEPRES 39 TH 1999

Akte Notaris Imas Fatimah 

No. 2 Tahun 1999 


Sumber : Company Profile PT Kereta Api (Persero), Mei, 2005
1.2 Sejarah Divisi (Bagian) Tempat PKL

Bagian atau divisi Humas PT. Kereta Api (Persero) Daop 2 Bandung berdiri pada tanggal 1 April 1997. Bagian Hubungan Masyarakat Daerah/Humasda dipimpin oleh seorang  kepala Humas (Kahumasda) yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Daerah Operasi (Kadaop) sebagai pimpinan tertinggi Daop 2. Pengertian Humasda adalah satuan organisasi di lingkungan PT. Kereta Api (Persero) yang berada di bawah daerah operasi 2 Bandung dan mempunyai tugas poko yakni melaksanakan hubungan masyarakat, penyuluhan di lingkungan perusahaan (internal) dan dengan media massa di luar perusahaan (eksternal).

Jumlah pegawai yang terdapat di Humasda PT. Kereta Api Daop 2 Bandung terdiri dari 4 orang, satu orang sebagai kepala Humasda (Kahumasda), 1 orang sebagai Sekertaris Humasda dan 2 orang sebagai staf yang membantu Kahumasda.

1.3 Visi dan Misi PT. Kereta Api ( Persero )
1.3.1  Visi

“Terwujudnya Kereta Api sebagai Pilihan Utama Jasa Transportasi yang mengutamakan Keselamatan, Kehandalan, dan Pelayanan “.

1.3.2  Misi


“Mewujudkan jasa pelayanan transportasi massal dengan menghasilkan jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan stakeholders, meningkatkan keselamatan dan pelayanan serta penyelenggaraan yang semakin efisien “.
1.4 Logo PT Kereta Api

Gambar 1.1 

Logo PT. Kereta Api ( Persero)
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Sumber : Intranet PT. Kereta Api ( Persero )

1.4.1   Arti Lambang Gambar & Warna

Gambar logo menyiratkan sifat : tegas, pasti, tajam, gerak horizontal, juga bolak balik.  Dua garis lurus dengan ujung lengkung meruncing, dengan arah berlawanan, selain mengambarkan arah bolak-balik perjalanan kereta api, juga melambangkan interaksi pelayanan (memberi dan menerima).

1.4.2 Gaya Gambar

Lugas, langsung, tajam, teknis, selaras dengan staf teknis kereta api.  Ujung garis tajam tapi melengkung untuk menyiratkan arah/kecepatan (aerodinamis), tetapi cenderung tumpul agak melengkung, tidak terlampau tajam, agar memberi kesan aman (sesuatu bentuk yang terlampau runcing lebih memberi kesan ancaman, rasa sakit dan agresivitas; asosiasif kepada senjata tajam, duri dan semacamnya).
1.4.3 Sifat Gambar

Sifat gambar lebih lugas, obyektif, rasional, karena bentuk geometrisnya yang dominan dan lebih bersifat maskulin. Kesan sangat modern, teknis, jelas terlihat.

1.5 Tujuan dan Sasaran PT. Kereta Api ( Pesero )

a. Tujuan PT. Kereta Api ( Persero )

Tujuan Perusahaan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomni dan pembangunan nasional khususnya di bidang transportasi, dengan menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat di pasar dalam negeri ataupun internasional di bidang perkeretaapian yang meliputi usaha pengangkutan orang dan barang dengan kereta api, kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian, pengusahaan prasarana perkeretaapian, pengusahaan usaha penunjang prasarana dan sarana dan kemanfaatan umum dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
b. Sasaran PT. Kereta Api ( Persero )

Sesuai dengan tujuannya, PT. Kereta Api ( Persero ) terus menerus berupaya secara bertahap meningkatkan kinerja, pelayanan dan keuangannya, yang akan dicapai dengan berbagai strategi pertumbuhan antara lain peningkatan produktivitas, efektivitas dan efesiensi. Sasaran yang akan dicapai pada akhir periode RJPP, yaitu tahun 2004 adalah sebagai berikut :
1. Kinerja Pemasaran / Pelayanan

Dengan tingkat pertumbuhan  4,68 % per tahun maka diproyeksikan pada tahun 2004 penjualan volume  penumpang total  sebesar 241,66 juta penumpang dan 22,192 milyar pnp-km. Sedangkan untuk angkutan barang dengan asumsi tingkat pertumbuhan sebesar 4,29 % maka pada tahun 2004 diperkirakan  sebesar 23,43 juta ton dan  6,341  milyar ton-km. Dari aspek pelayanan, tingkat pelayanan yang ingin dicapai pada tahun 2004 digambarkan dengan indikator sebagai berikut: 
Presentasi Ka berangkat/datang tepat jadwal :

KA Penumpang
: Berangkat 95 %
; Datang 60 %

KA Barang
: Berangkat 50 %
; Datang 30 %

2. Kinerja Operasi

a. Angkutan Penumpang
· Perjalanan KA  
:
46.330  km.KA/hari 

· Pergerakan Lok rata-rata per hari
: 150 lok  

· Produksi A   700 Km. Lok/hari dan  produksi B  550 km. lok/hari.  

· Perjalanan Kereta 

: 
725 km.kereta/hari. 

· Kapasitas Produksi                  
:
192,52 juta Tempat duduk dan 26.009,99 juta km tempat duduk.

b. Angkutan Barang 

· Perjalanan KA 
:   25.178   km.KA/hari

· Pergerakan Lok rata-rata per hari  
:   162 lok 

· Produksi A   700 Km. Lok/hari dan produksi B 550 Km. Lok/hari. 

· Perjalanan Gerbong 


: 122   km.Gerbong/hari 

c. Kapasitas Produksi Sarana 

· Lokomotif
SG : 480  
; SGO : 447 
; SO : 421 

· Kereta
SG : 1.297
; SGO : 1.210
; SO : 1.129 

· Gerbong  
SG  : 5.924 
; SGO : 5.536
; SO : 326 

· KRL/KRD  
SG : 379
; SGO: 352
; SO :  326 

3. Kinerja Keuangan 

· Total Pendapatan  
Rp.    3,036,-   trilyun. 

· Total Biaya
Rp.     2,591,-  trilyun. 

· Laba bersih setelah pajak 
Rp. 311,157,-  milyar. 
4. Sumber Daya Manusia 

Dengan prinsip meningkatkan produktivitas pegawai,   pertumbuhan pegawai  disesuaikan dengan kebutuhan baik dari komposisi pendidikan maupun jumlahnya,  pada tahun 2004 diproyeksikan jumlah pegawai  menjadi 35.000, dan produktivitas pegawai sebesar 800.000 satuan angkutan per pegawai.
1.6 Arah Pengembangan Perusahaan.

Pengembangan perusahaan diarahkan untuk peningkatan kinerja finansiall masing-masing segmen usaha dengan menekankan pada usaha inti (core Bussines), yaitu jasa angkutan penumpang dan barang. Usaha yang dilakukan untuk menjadikan kereta api sebagai pilihan utama transportasi darat, adalah dengan cara efisiensi pengusahaan dan investasi yang selektif, sehingga pelayanan dan keuangan perusahaan menjadi yang semakin baik. 

Dengan pelayanan yang semakin baik diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, dan dengan efisiensi dan efektifitas  operasi diharapkan mendapatkan laba yang semakin besar. 
Dengan tetap mengedepankan masalah keselamatan pada lintas eksisting, dan memanfatkan hasil-hasil proyek prasarana untuk fleksibilitas pergerakan sarana, dan dengan fleksibilitas sarana ini maka stamformasi KA, frekwensi KA, dan efisiensi operasi  dapat menjadi lebih baik, yang akhirnya mengimbas kepada pendapatan operasi dan  investasi sarana dan prasarana. 
Ekspansi pengusahaan dilakukan dengan hati-hati, dengan memperhatikan kaidah-kaidah perhitungan nilai ekonomisnya, baik pada angkutan yang sifatnya peningkatan maupun angkutan baru. 

Untuk mendukung pengembangan, program investasi  perusahaan tahun  2000-2004  dititik beratkan pada pertumbuhan  angkutan  penumpang  eksekutif  dan  angkutan   batubara  Sumatera Selatan.

1.7 Budaya PT. Kereta Api (Persero)

Budaya Perusahaan adalah pola sikap, keyakinan, asumsi dan harapan yang dimiliki bersama dan dipegang secara mendalam untuk membentuk cara bagaimana karyawan/karyawi bertindak dan berinteraksi agar  sasaran perusahaan tercapai, budaya perusahaan “ RELA “ yang diartikan “ Ikhlas Bekerja, berjuang, berkorban dan belajar untuk kemajuan perusahaan : Rela dijabarkan sebagai berikut :
“ R “ (Ramah)


Senantiasa memelihara suasana/menunjukkan sikap ramah tamah dalam melayani semua pelanggan dan dalam bekerjasama dengan mitra-kerja ekstern maupun intern.

 “ E “ (Efektif dan Efisien)


Senantiasa mengupayakan dan meningkatkan efektifitas dan efisiens kerja/usaha serta kemampuan mendayagunakan biaya, waktu ataupun berbagai sumber daya lain secara tepat guna dan hemat, dengan menjamin mutu hasil kerja yang lebih baik.

 “ L “ (Lancar)


Senantiasa berupaya memelihara/menjamin kelancara pelayanan bagi semua pelanggan, ekstern maupun intern, berikut pelaksanaan pekerjaan yang mendukungnya, untuk dapat memberikan pelayanan yang tepat waktu.

 “ A “ (Aman)


Senantiasa memelihara dan berupaya meningkatkan jaminan keamanan/keselamatan pengguna jasa atau barang bawaan ataupun kirimannya serta awak/pekerja berikut asset yang dioperasikannya dan juga lingkungan sekitarnya.

1.8 Motto Kereta Api (Persero)


PT. Kereta Api (Persero) mempunyai motto “Utamakan Keselamatan dan Pelayanan”, selain itu perusahaan juga mempunyai semboyan menjadika PT. Kereta Api mempunyai pedoman untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, yaitu TOP 21

TOP adalah singkatan dari Teknologi, Operasi dan Pelayanan sedangkan 21 mengandung arti abad ke-21. TOP-21 dijabarkan sebagai :

a. Teknologi
Kemajuan teknologi dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan, kapasitas angkut keandalan operasi dan nilai lebih bagi pegawai.

b. Operasi
Keselamatan, ketepatan dan kenyamanan yang tinggi dari operasi kereta api menjadikan kereta api terpecaya sebagai sarana transportasi masyarakat.
c. Pelayanan
Perbaikan terus menerus atas pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan pada setiap lini produksi yang menjangkau setiap lapisan masyarakat.

21(DuaSatu) selain mengandung arti abad ke-21 juga berarti :

Dua
1. Kereta api merupakan alat utama dalan sistranas untuk mendukung pembangunan nasional.

2. Keunggulan yang sehat menjamin pertumbuhan yang tinggi dan meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya perusahaan.
Satu
Penyediaan jasa kereta api yang andal merupakan bukti nyata kemampuan perusahaan
RAPI

RAPI singkatan dari Ramah, Asri, Peduli dan Informatif

1.9 Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero)

PT. Kereta Api (Persero) mempunyai struktur perusahaan yang terdiri dari beberapa divisi yang secara khusus tersusun dari berbagai bagian dan daerah pengoperasiannya. Perusahaan sehari-hari dipegang oleh suatu manajemen organisasi. Pemberian wewenang dan tanggung jawab bergerak vertical ke bawah dengan pendelegasian yang tegas serta setiap bagian-bagian utama langsung berada di bawah seorang pemimpin, melalui jenjeng hirarki yang ada.


Struktur organisasi perusahaan memiliki peran yang penting untuk menjelaskan fungsi, tugas, tanggung jawab dan wewenang perusahaan untuk mencapai mekanisme yang efektif dan efisien. Adapun struktur organisasi dari PT. Kereta Api (Persero) dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut :
Gambar 1.2

STRUKTUR ORGANISASI PT. KERETA API (PERSERO)














Keterangan :

1. Jak : Jakarta



6.   Yk : Yogyakarta

2. Bd : Bandung



7.   Mn : Madiun

3. Cn : Cirebon



8.    Sb : Surabaya 

4. Sm : Semarang



9.    Jr  : Jember

5. Pwt : Purwokerto

Sumber : Company Profile PT. Kereta Api (Persero), Mei 2005
Dari gambar 1.2 diatas, dapat diketahui bahwa struktur organisasi PT. Kereta Api (Persero) dibagi menjadi 3 ( tiga ) bagian, yaitu :
a. Tingkat pusat

1. PT. Kereta Api (Persero) dipimpin oleh seorang Direktur Utama (Dirut) yang dibawahi langsung oleh Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan tugasnya Dirut Dibantu oleh 5 (Lima) anggota direksi, yaitu : Direktur Keuangan, Direktur Teknik, Direktur Operasi, Direktur Sumber Daya Manusia, Direktur Pengembangan Usaha.

2. Sekretaris Perusahaan 

3. Pusat Perencanaan dan Pengembangan 

4. Satuan Pengawas Intern (SPI)

5. Divisi :

a. Divisi Properti

b. Divisi Sarana

c. Divisi Pelatihan

b. Tingkat Daerah Operasi Jawa
Tingkat Daerah Operasi di Jawa ini dipimpin oleh Kepala Daerah Operasi (Kadaop), yang terdiri dari :

Daop 1 Jakarta

Daop 2 Bandung

Daop 3 Cirebon

Daop 4 Semarang

Daop 5 Purwokerto

Daop 6 Yogyakarta

Daop 7 Madiun

Daop 8 Surabaya

Daop 9 Jember

c. Tingkat Divisi Regional di Sumatera

Tingkat Divisi Regional di Sumatera ini dipimpin oleh Kepala Divisi Regional (Kadivre), yang terdiri dari :

Divisi Regional I Sumatea Utara

Divisi Regional II Sumatera Barat

Divisi III Sumatera Selatan

d. Unit fasilitas Perawatan Sarana dan Prasarana Balai Yasa

Unit Fasilitas Perawatan dan Prasarana Balai yasa ini terdiri dari :

Balai Yasa Sarana / Lok Yogyakarta

Balai Yasa Sarana Manggarai

Balai Yasa Surabaya Gubeng

Balai Yasa Sarana Tegal

Balai Yasa Divisi Regional (Divre) III Sumatera Selatan

Balai Yasa Jembatan Kiaracondong
1.10 Struktur Humas PT. Kereta Api ( Persero) Daerah Operasi 2 Bandung
Humas PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi 2 bandung mempunyai  struktur organisasi yang masing-masing bagian mempunyai tugas yang sesuai dengan bagiannya. Struktur PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut :

Gambar 1.3

STRUKTUR ORGANISASI PT. KERETA API (PERSERO) DAERAH OPERASI 2 BANDUNG

Sumber : Company Profile PT. Kereta Api (Persero) Daop II Bandung, Mei 2005
Susunan struktur humas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 2 Bandung berdasarkan SK Direksi PT. KAI (Persero) No. Kep.II/OT.003/1/4/KA.2001 Tanggal 2 Januari 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Usaha Kereta Api, uraian singkatnya adalah sebagai berikut :

1.11 Uraian Pekerjaan (Job Description) Humas PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung.

A. Kepala Sub Direktorat Humas

1. Ringkasan Pekerjaan

a. Melaksanakan komunikasi public untuk membentuk opini public yang                  “favourable“ atau memberikan dukungan dinamika perusahaan dengan menggunakan metode-metode kehumasan yang bertolak dari teori komunikasi.

b. Membantu segala bentuk perkembangan aspirasi public serta merumuskan strategi dan langkah-langkah penanganannya untuk menghindari terbentuknya opini publik yang “Unfavourable“ terhadap perusahaan.

c. Melaksanakan dokumentasi, penerbitan dan perpustakaan perusahaan yang meliputi perkembangan kinerja perusahaan secara menyeluruh (per periodik), identifikasi permasalahan perusahaan, serta berbagai bentuk informasi (data dan fakta) lainnya yang menyangkut dengan kinerja perusahaan dengan memanfaatkan teknologi informasi (internet dan intranet).

2. Uraian Pekerjaan

a. menciptakan dan mempertahankan citra positif perusahaan termasuk citra positif jasa pelayanan yang dihasilkan melalui hubungan seimbang, selaras, dan menyenangkan.

b. Menumbuhkan, menanamkan dan memasyarakatkan budaya organisasi yang akan membentuk “ Corporate Identitiy “

c. Memberikan masukan kepada Kadaop untuk mencegah terjadinya opini masyarakat yang controversial sekaligus menangkal isue-isue negative.

d. Pembinaan hubungan denga relasi atau public dengan memberikan informasi tentang kebijakan, fasilitas dan pelayanan baru.

e. Membuat dan meyebarluaskan press release serta menjalin hubungan dengan pihak pers baik media cetak maupun elektronik.
f. Mengoleksi, menyusun serta merancang paket informasi yang membentuk opini public, dokumentasi serta perpustakaan perusahaan .

g. Memantau aspirasi serta opini publik melalui kegiatan liputan internal.

h. Menjalin kerjasama dengan antar lembaga diluar perusahaan, khususnya pers dan Humas atau Publik relations antar lembaga.

i. Memberikan layanan informasi pada masyarkat termasu pers yang membutuhkan.

j. Merencanakan dan melaksanakan program komunikasi public.
k. Menyelenggarakan fungsi dokumentasi dan perpustakaan perusahaan.

l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan serta berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi.

3. Ciri Pelaksanaan pekerjaan 
a. Pelaksanaan tugas dilakukan secara lintas fungsi mencakup semua direktorat dalam perusahaan, serta semua lembaga yang terkait diluar perusahaan.

b. Selain bercirikan manajerial berupa penyusunan strategi dan langkah tugas, pelaksanaan tugas juga bercirikan teknikal berupa pemantauan kelapangan.
c. Selain jam kerja standar 07.00 s.d 16.00 setip hari, dalam hal tertentu  jam kerja disesuaikan dengan kebutuhan tugas (keluar kota, liputan kedaerah).

d. Peralatan kerja yang diperlukan lebih bermuatan teknologi informasi, yang lebih mengedepankan unsur elektronik dan seni.
4. Hubungan Kerja

a. melakukan koordinasi kerja dengan sejumlah bagian dalam direktorat personalia dan umum serta antar direktorat dalam perusahaan Daop dan eksploitasi.

b. Menjadikan lingkungan kerja sebagai sumber informasi publik, baik yang menyangkut dengan informasi intern maupun ekstern.

c. Memasukkan kepentingan lintas fungsi dalam penyusunan program kehumasan, serta mendistribusikan permasalahan yang dihadapi kepada sejumlah bagian  (Subdit Direktorat Eksploitasi daop, dsb)

d. Memerankan fungsi sebagai “konselor“ dan “Guide“ dalam hal pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembentukan opini publik kepada semua bagian secara lintas fungsi.

e. Menjadikan Pers dan Humas (PR) lembaga diluar perusahaan sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan komunikasi eksternal.

B. Kepala Seksi Komunikasi Eksternal

1. Ringkasan Pekerjaan

a. Melaksanakan komunikasi public untuk membentuk opini publik eksternal yang ‘ favourable “ atau memberikan dukungan dinamika perusahaan dengan menggunakan metode-metode kehumasan yang bertolak dari teori komunikasi.
b. Memantau segala bentuk perkembangan aspirasi public eksternal serta merumuskan strategi dan langkah-langkah penangannya untuk menghindari terbentuk opini publik yang “Unfavourable “terhadap perusahaan.

2. Uraian Pekerjaan
a. Menghindari dan menganalisis permasalahan yang menyangkut denagn opini publik.

b. Mengoleksi, menyusun, serta merancang paket informasi yang membentuk opini public, dokumetasi serta perpustakaan perusahaan.

c. Membantu aspirasi serta opini public eksternal melalui media massa cetak dan elektronik serta mengidentifikasikan issue (rumor) yang berkembang pada public eksternal.

d. Menjalin kerjasama dengan antar lembaga diluar perusahaan, khususnya Pers dan umas atau PR antar lembaga.
e. Memeberikan layanan informasi pada masyarakat eksternal termasuk pers yang     membutuhkan.

f. Merencankan dan melaksanakan program komunikasi kepad public eksternal melalui berbagai event : pameran, pariwara, pengusisan program TV dan  promosi kehumasan.

g. Melakukan evaluasi tugas dan program kegiatan komunikasi eksternal.

h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan komuniaksi ekternak serta berbagai permasalahan kegiatan komnikasi eketernal serta berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapai.
3. Ciri pelaksanaan Pekerjaan.

a. Pelaksanaan tugas dilakukan secara lima fungsi mencakup semua lembaga yang terkait d luar perusahaan.

b. Selain bercirikan manajerial berupa penyusunan strategi dan langkah tugas, pelaksanaan tugas kerja bercirikan teknikal berupa pemantauan ke lapangan.
c. Selain jam kerja standa 07.00 s.d 16.00 setiap hari, dalan hal tertentu jam kerja disesuaikan dengan kebutuhan tugas (keluar kota, liputan ke daerah).

d. Perlatan kerja yang diperlukan lebig bermuatan teknologi informasi, yang lebih mengedepankan elektronik dan seni.
4. Hubungan Pekerjaan

a. Melakukan koordinasi kerja dengan sejumlah bagian dalam direktorat personalia dan umumnya serta antar direktorat dalam peruahaan Daop dan eksploitasi.

b. Menjadikan lingkungan kerja sebagai sumber informasi public, baik yang menyangkut dengan informasi intern maupun ekstern.

c. Memasukan kepentingan lintas fungsi dalam penyusunan program kehumasan, serta mendistribusikan permasalahan yang dihadapi kepada sejumlah bagian (Subdit Direktorat Eksploitasi, dsb).

d. Memerankan fungsi sebagai “Konselor“ dan “Guide” dalam hal pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembentukan opini public kepada semua bagian secara lintas fungsi.

e. Menjadikan Pers dan humas (PR) lembaga diluar perusahaan sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan komunikasi eksternal.

C. Kepala Seksi komunikasi Internal

1. Ringkasan Pekerjaan.

a. Melaksanakan komunikasi public untuk membantu opini public eksternal yang “Favourable“ atau memberikan dukungan dinamika perusahaan dengan menggunakan metode-metode kehumasan yang bertolak dari teori komunikasi.

b. Memantau segala bentuk perkembangan aspirasi publik eksternal serta merumuskan strategi dan langkah-langkah penangannya untuk menghindari terbentuknya opini yang “Unfavourable“ terhadap perusahaan.

2. Uraian Pekerjaan

a. Mengidentifikasikan dan menganalisis permasalahan yang menyangkut dengan opini public internal.

b. Mengoleksi, menyususun, serta merancang paket informasi yang membentuk opini publik internal.

c. Memantau aspirasi serta opini public internal melalui kegiatan kinjungan daerah.

d. Menjalin kerjasama dengan antar bagian dalam perusahaan untuk memudahkan identifikasi permasalahan opini publik internal.

e. Memberikan layanan informasi kepada public internal yang membutuhkan.

f. Merencanakan dan melaksanakan program komunikasi publik internal.

g. Melakukan evaluasi tugas pokok dan program kegiatan komunikasi internal.

h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan komunikasi internal serta berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi.

3. Ciri Pelaksanaan pekerjaan.

a. Pelaksanaan tugas dilakukan secara lima fungsi mencakup semua lembaga yang terkait d luar perusahaan.

b. Selain bercirikan manajerial berupa penyusunan strategi dan langkah tugas, pelaksanaan tugas kerja bercirikan teknikal berupa pemantauan ke lapangan.

c. Selain jam kerja standar 07.00 s.d 16.00 setiap hari, dalan hal tertentu jam kerja disesuaikan dengan kebutuhan tugas (keluar kota, liputan ke daerah).

d. Peralatan kerja yang diperlukan lebig bermuatan teknologi informasi, yang lebih mengedepankan elektronik dan seni.

4. Hubungan Pekerjaan 

a. Melakukan koordinasi kerja dengan sejumlah bagian dalam direktorat personalia dan umumnya serta antar direktorat dalam peruahaan Daop dan eksploitasi.

b. Menjadikan lingkungan kerja sebagai sumber informasi public, baik yang menyangkut dengan informasi intern maupun ekstern.

c. Memasukan kepentingan lintas fungsi dalam penyusunan program kehumasan, serta mendistribusikan permasalahan yang dihadapi kepada sejumlah bagian (Subdit Direktorat Eksploitasi, dsb).

d. Memerankan fungsi sebagai “Konselor“ dan “Guide” dalam hal pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembentukan opini public kepada semua bagian secara lintas fungsi.

e. Menjadikan Pers dan humas (PR) lembaga diluar perusahaan sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan komunikasi eksternal.

D. Susunan organisasi PT. Kereta Api ( Persero ) Daop 2 Bandung

a. Kepala Daerah Operasi II Bandung

b. Seksi Administrasi

1. Sub Seksi SDM

2. Sub Seksi Pendayagunaan

3. Sub Seksi Anggaran dan Akuntasi

4. Sub seksi Kerumahtanggaan dan Umum

5. Sub Seksi Hukum

c. Seksi Hiperkes dan Keselamatan kerja

1. Sub Seksi Hiperkes

2. Sub Seksi Keslematan Kerja

3. Unit Pelayana Kesehatan

d. Pemeriksa kas Daerah ( PMKD )

1. Sub Seksi TU

2. Pemeriksa Kas Stasiun ( PMKS )

e. Seksi Hubungan Masyarakat

f. Seksi Jalan Rel dan Jembatan

1. Sub Seksi Program

2. Sub Seksi Jalan Rel

3. Sub Seksi Jembatan

g. Seksi Operasi dan Pemasaran
1. Sub Seksi Operasi Teknis dan Perjalanan Kereta Api

2. Sub Seksi Pemasaran angkutan Penumpang

3. Sub Seksi Pemasaran Angkutan Barang

4. Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kamtib)

h. Seksi Sinyal Telekomunikasi dan Listrik

1. Sub Seksi Program

2. Sub Seksi Sinyal 

3. Sub Seksi Telkom

i. Seksi Tanah dan Bangunan

1. Sub Seksi Program

2. Sub Seksi Tanah

3. Sub Seksi Bangunan

Tugas dan fungsi berbagai seksi diatas dijelaskan sebagai berikut :

a. Seksi Administrasi

Bertugas melaksanakan administrasi personalia, administrasi keuangan, adminstrasi anggaran dan akuntan, serta administrasi umum dan kerumahtanggaan dan berfungsi untuk melaksanakan :

· Pengelolaan administrasi keuangan dan pengesahan pembayaran

· Pengelolaan admnintrasi keuangan dan pengesahan pembayarn

· Pengelolaan administrasi anggaran dan akuntansi

· Pengelolaan administrasi umum dan kerumah tanggaan

· Pelaksanaan pertimbangan danbantuan hokum

Adapun penjelasan SubSeksi dalam seksi Administrasi sebagai berikut :

1. Sub Seksi SDM memiliki tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan, administrasi dan system informasi SDM, serta melaksanakan pengendalian, pembinaan, pelatihan, sertifikasi dan evaluasi kinerja SDM
2. Sub Seksi Pendayagunaan Keuangan memiliki tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perusahaan pembayaran gaji karyawan dan pengesahan kepada pihak ketiga serta penyelesaian dokumentasi analisa dan tata usaha keuangan.

3. Sub Seksi Anggaran dan Akuntasi mempunyai tugas menyusun rencana kerja anggaran tahun daerah operasi melaksanakan rencana dan megendalikan pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan, proses akuntasi biaya, persediaan dan aktiva tetap beserta verifikasinya, penyelenggaraanya buku besar serta penyusunan laporan keuangan daerah operasi.

4. Sub Seksi Kerumahtanggaan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan protokoler, tata usaha, pengadaan alat perlengkapan dan keperluan kantor dan alat tulis kantor, pencatatan barang-barang inventaris, pengaturan akomodasi perkantoran, pengurusan wisma, serta pengarsipan surat menyurat dan peraturan perkeretaapian.

5. Sub Seksi Hukum memiliki tugas melaksanakan pertimbangan dan bantuan hukum.
b. Seksi Hiperkes dan Keselamatan Kerja
Bertugas melaksanakan penelitian, pengujian, pembinaan higiene perusahaan, kesehatan lingkungan kerja dan keselamatan kerja, serta melaksanakan pengendalian, pembinaan dan evaluasi kinerja unit pelayanan kesehatan di wilayah daerah operasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, balai ini memiliki fungsi :
· Melaksanakan penelitian dan pengujian di bidang hiperkes dan keselamatan kerja serta penyesuaian antara tenaga keja dengan lingkungan kerja (ergonomi) dan psikologi kerja.

· Melaksanakan pelatihan dan memberiakn bantuan teknis yang berkaitan dengan kegiatan hiperkes dan keselamatan kerja di lingkungan unit-unit kerja atau unit-unit pelaksana teknis di lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop II Bandung.

· Melaksanakan pembinaan dan pengawasan mengenai cara-cara perlindungan kerja dan pencegahan kecelakan kerja.

· Melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan kepada karyawan-karywan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop II Bandung.

Adapun penjelasan Sub Seksi dalan seksi Hiperkes berikut :

1. Sub Seksi HIPERKES memiliki tugas melaksanakan penelitian, pengujian dan pembinaan higiene perusahaan, kesehatan lingkungan kerja dan keselamatan kerja, evaluasi kinerja unit pelayanan kesehatan serta ergonomic dan psikolog kerja.
2. Sub Seksi Keselamatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pembinaan keselamatan kerja, perlindungan kerja dan pencegahan kecelakaan kerja dari berbagai peralatan kerja dan bahan-bahan yang berbahaya.

3. Unit Pelayanan Kesehatan memiliki tugas melaksnakan pemberiann pelayanan kesehatan kepada karyawan dan keluarga yang masih menjadi tanggungannya.

c. PMKD ( Pemeriksa Kas Daerah Operasi II Bandung )

Bertugas melaksanakan penjadwalan dan mekanisme kerja para pemeriksa kas, memimpin pemeriksaan kas perbendaharaan kas stasiun, kas terminal peti kemas, kas restorka dan kas besar, membantu PMKA melaksanakan pemeriksaan diatas kereta api dan berfungsi untuk :

· Penyusunan jadwal pemeriksaan kas stasiun, kas terminal peti kemas, kas restorka dan kas besar, membantu PMKA melaksnakan pemerikasaan di atas kereta api dan melaksanakan penatausahaan.

· Pelasanaan pemerikasaan dan penyusunan berita acara pemeriksaan kas restorka dan kas besar, serta membantu PMKA dala pemeriksaan sesuai dengan wilayah kerjanya.
· Rencana rekonstruksi pemeliharaan jalan kereta api dan kondisinya.

· Mengatur dan mengawasi penggunaan peralatan jalan kereta api dan peralatan lainya dan sepur simpang.

Adapun penjelasan Sub Seksi dalam seksi PMKD sebagai berikut :

1. Urusan Tata Usaha memiliki tugas melaksanakan penyusunan jadwal pemeriksaan kas stasiun, kas terminal pei kemas, kas restorka dan kas besar, membantu PMKA melaksanakan pemeriksaan di atas kereta api dan melaksanakan penatausahaan.

2. Pemeriksaan Kas stasiun memiliki tugas melaksanakan pemeriksaan dn penyusunan berita acara pemeriksaan kas stasiun, kas terminal peti kemas, kas restorka dan kas besar, serta membantu PMKA dalam pemerikasaan sesuai dengan wilayah kerjanya.

d. Seksi Hubungan Masyarakat

Bertugas melaksanakan hubungan masyarakat dan membangun citra perusahaan dengan cara lain memberikan penyuluhan di lingkungan perusahaan (internal) dan dengan media massa di luar perusahaan (eksternal), tugas lainnya yaitu memberikan masukan kepada kepala Daop 2 mengenai program-program untuk meningkatkan citra perusahaan di masyarakat.

e. Seksi Jalan Rel dan Jembatan

Bertugas megkoordinasi, mengatur dan menyusun rencana program pemeliharaan jalan kereta api, sepur simpang, bangunan, jembatan dan rumah dinas, serta mengevaluasi pendayagunaannya, dan berfungsi untuk menyusun : 

· Rencana program pemeliharaan jalan kereta api dan jembatan.

· Rencana konstruksi pemeliharaan jalan kereta api dan kondisinya.

· Mengatur dan mengawasi penggunaan peralatan jalan kereta api dan peralatan lainnya dan sepur simpang.

f. Seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik
Bertugas menyusun rencana dan program pemeliharaan perlatan sinyal, telekomunikasi dan elektronik serta melakukan evaluasi pemanfaatannya. Untuk meyelengarakan tugas tersebut seksi sinyal, telekomunikasi dan elektronik mempunyai fungsi :

· Penyusunan program pemeliharaan peralatan sinyal, telekomunikasi, dan elektronik. 

· Pengaturan pengembangan program pelaksanaan pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan elektronik serta melakukan evaluasi pada pemanfaatan peralatan telekomunikasi.

g. Seksi tanah dan bangunan

· Program pelaksanaan perawatan rumah dinas dan memantau pelaksanaannya.

· Mengatur, mengendalikan peralatan jalan kereta api, peralatan kerja, penertiban tanah, sepur simpang, perlintasan dan persilangan.

1.12 Sarana dan Prasarana PT. Kereta Api (Persero)
Bangunan PT. KAI (Persero) Daop 2 Bandung terdiri dari suatu bangunan yang menyatu, bangunan tersebut terdiri dari tiga lantai, pembagian ruangannya diseduaikan dengan Seksi yang ada yaitu Seksi Administrasi, Seksi Hiperkes dan Seksi Keselamatan Kerja, Seksi Jalan Rel dan Jembatan, Seksi tanah dan Bangunan yang terdiri dari banyak Sub Seksi, Ruang Kepala KADAOP 2 Bandung, ruang Rapat atau Pertemuan, Masjid, ruang photo copy, kantin, ruang Satpam.

Disetiap ruangan disediakan Komputer, Telepon, Mesin Fax, Televisi, Meja Kerja, Kursi, Lemari Kerja, Mesin Tik dan fasilits pendukung lainnya seperti lapangan parkir serta mobil yang disediakan bagi KADAOP 2 dan kepala seksi,  setiap karyawan juga disediakan mess tempat tinggal bila tidak berdomisili di Bandung.

Bagian Humas PT. Kereta Api (Persero) Daop 2 bandung telahmemiliki satu ruangan yang terdiri dari ruang untuk Kahumas, dan meja untuk staf-staf humas yang lain  serta ruang yang hanya dipisahkan oleh sekat untuk menerima atamu sehingga membuat aktifitas kerja agak terbatas dan kurang mendukung efektifitas kerja bagian Humas, sebab ukuran ruang yang sempit serta terbatasnya saran dan prasarana yang disediakan pada ruangan ini dapat dilihat pad table 1.2 berikut :

Tabel 1.2

Sarana dan Prasarana Humas PT. Kereta Api ( Persero )

Daerah Operasi 2 Bandung

	No
	Jenis
	Banyaknya

	1
	Meja Kerja
	5 buah

	2
	Kursi Kerja
	5 buah

	3
	Sofa Tamu
	1 set

	4
	Lemari Arsip
	2 buah

	5
	Televisi
	1 unit

	6
	Komputer
	1 unit

	7
	Printer Canon
	1 unit

	8
	Dispenser
	1 unit

	9
	Tempat koran
	1 Buah

	10
	Telepon
	2 unit

	11
	Alat-alat Tulis
	


Sumber : Kantor Humas PT. Kereta Api (Persero) Daop 2 Bandung, Juli, 2006
1.13 Lokasi dan Waktu PKL

Adapun lokasi dan waktu pelaksanaan praktek kerja lapangan sebagai berikut :
1.13.1 Lokasi PKL 

Penulis melaksanakan PKL di PT. Kereta Api (Persero) Daop 2 Bandung bagian Humasnya yang beralamat dijalan Stasiun Selatan No. 14 Bandung. 40181, Jawa Barat, Indonesia. Telp. (022) 4230150 – 4230147 ; Toka 32140.
1.13.2 Waktu PKL 

PKL dilaksanakan dari tanggal dari tanggal 17 Juli 2006 sampai dengan 29 Agustus. Dari senin sampai dengan Jum’at, pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB.
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